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ABSTRACT 

 

Indonesia as a rule of law country recognizes and upholds respect for human rights. However, legal 
assistance as one of the inherent rights of every suspect is often ignored by investigators as law enforcement 

officials. Violation of the provisions in Article 56 of the Criminal Procedure Code and various other regulations that 

have been issued by the state through laws and implementing regulations related to legal aid cause there is still 
suspects who have not received legal assistance and various other issues in the application of providing free legal 

assistance to suspects. Based on this, following problems are presented in this study: First, the application of 

Article 56 for suspects who are threatened for five years or more in the jurisdiction of the West Sumatra Regional 
Police. Second, the constraints encountered by law enforcement officials in the process of providing free legal 

assistance to suspects. This study used a sociological (empirical) juridical approach and categorized as descriptive 

study, since this study is expected to obtain a comprehensive, complete and systematic overview. The following 

conclusions can be drawn from the present study: First, an advocate or legal counselcould be brought in by the 
suspect or appointed by the investigator. Not all suspects received legal assistance because investigators did not 

inform that the suspectswere entitled to legal assistance and the suspects did not desire to be accompanied by 

advocate or legal counsel. Second, there were several constraints encountered by investigators and advocates in 
efforts to provide free legal assistance to suspects, such as required more efforts to convince suspects of the 

importance of legal assistance in every case handling process, difficulty in coordination between investigators and 

advocates, and limited funds to obtain legal assistance. 
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ABSTRAK 
 

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi 
manusia. Namun, bantuan hukum sebagai salah satu hak yang melekat pada setiap tersangka seringkali diabaikan 

oleh penyidik selaku aparat penegak hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP dan berbagai 

regulasi lainnya yang telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang serta peraturan pelaksanaannnya terkait 
bantuan hukum menyebabkan masih terdapatnya tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum dan berbagai 

permasalahan lainnya dalam penerapan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Pertama, penerapan Pasal 56 

KUHAP bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera 
Barat. Kedua, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma 

kepada tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dan bersifat deskriptif karena 

penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan diperoleh kesimpulan: Pertama, advokat atau penasihat hukum dapat didatangkan sendiri oleh 

tersangka atau ditunjuk oleh penyidik. Tidak semua tersangka memperoleh bantuan hukum dikarenakan adanya 

penyidik yang tidak memberitahukan mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum serta adanya 
keinginan dari tersangka untuk tidak didampingi advokat atau penasihat hukum. Kedua, terdapat beberapa kendala 

yang dialami penyidik dan advokat dalam upaya pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka seperti 

perlunya usaha yang lebih dalam memberikan keyakinan kepada tersangka akan pentingnya bantuan hukum dalam 

setiap proses penanganan perkara, sulitnya koordinasi antara penyidik dan advokat, serta terbatasnya dana bantuan 
hukum. 
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